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Abstract
Now days, the need of human organs for transplantation is decreasing,
meanwhile the availability of human organs is very limited, therefore such situation
may cause the business transaction between donor and recipient. However there is no
clear distinction whether human organ is a goods or things, meanwhile civil code use
term of goods inconsequently. The civil code does not classify human organ as
business transaction object. Therefore, every transaction on this object is illegal. It
breaks the Law number 36 Year 2009 regarding health and the government regulation
number 18 Year 1981. Furthermore, accordance to Islamic law, position of human
organ is clear that it is not a property (‘ain ghairu qimatin). Then, according to syar’I,
it cannot be as an object in any business transaction.
Key words: transplantation, human organ.
PENDAHULUAN
Pada dasarnya hukum berfungsi mengatur perilaku masyarakat. Hukum
perjanjian sebagai salah satu aspek di bidang hukum merupakan perwujudan
dari keinginan mewujudkan fungsi hukum yang mengatur hubungan bisnis
yang berlangsung di masyarakat.
Hubungan bisnis yang berkembang telah menunjukkan adanya pola
perilaku bisnis yang yang memandang perjanjian tidak semata-mata sebagai
bentuk formal, tetapi merupakan hasil dari tawar-menawar antara mereka.1
Dalam dunia bisnis, perjanjian dan hukum perjanjian seringkali dianggap tidak
terlalu penting. Mereka lebih menghargai prinsip-prinsip bisnis berupa
1 Harian Umum Kompas tanggal 1 Januari 1993.
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komitmen untuk melaksanakan perjanjian secara bertanggungjawab. Oleh
karena itu, tidak mengherankan apabila terjadi suatu perjanjian bisnis yang
mengandung risiko tinggi seringkali dilakukan hanya melalui telepon, internet,
atau bahkan hanya dengan menggunakan secarik kertas nota.
Salah satu contoh pola perilaku bisnis yang menganggap bahwa hukum
perjanjian tidak terlalu penting adalah perjanjian jual-beli organ tubuh manusia
untuk transplantasi yang dewasa ini semakin banyak dilakukan oleh para pihak
yang berkepentingan.
Di dunia maya, jual-beli organ tubuh manusia khususnya ginjal, dapat
dengan mudah ditemukan, bahkan praktik itu dilakukan secara terang-
terangan.2 Hanya dengan mengetik jual-beli ginjal di search engine seperti
Google, dalam waktu singkat search engine tersebut segera menampilkan
banyak direktori yang menyediakan layanan jual-beli ginjal.  Berikut ini adalah
salah satu contohnya :3
Nama saya Beni, 29 tahun, Saya gemar berolahgara, tidak mengonsumsi
rokok, minuman keras dan narkoba. Harga dibuka dari RP500 juta, dapat
dinegosiasi. Pengecekan dapat dilakukan di klinik-klinik atau laboratorium
seperti Prodia oleh dua pihak, dari saya dan dari peminat. Lebih ekonomis dari
pada ke Cina. Bila tertarik hubungi saya 081.940.6xxx.
Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin
banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Menurut jurnal
kesehatan The Lancet, harga ginjal di pasaran dapat mencapai 15.000 dollar
AS.4 Kesulitan mencari donor di Indonesia membuat penderita gagal ginjal
harus mencari ginjal sampai ke negeri Cina. Walaupun tidak murah,5 persediaan
organ yang sangat banyak membuat mereka tertarik menjalani transplantasi di
sana.
Berdasarkan hal-hal di atas, organ tubuh manusia telah menjadi obyek
dalam perjanjian jual-beli. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual-beli
2http://kompas.com/kompas-cetak/0307/16/iptek/434233.htm diakes tanggal 26 Pebruari  2007
3http://www.bintangIndonesia.com/contentd.php?pcid=2552 diakses tanggal 26 Pebruari  2007
4 Op.cit., http://www.kompas
5 Biaya untuk transplantasi bermacam-macam, sesuai dengan rumah sakit yang dirujuknya, ditawarkan paket
operasi pencangkokan ginjal di Cina yang meliputi biaya cangkok khusus untuk pasien, obat-obatan, biaya
makan/minum selama perawatan, perawatan untuk penyakit ringan, perawatan pra dan pasca operasi transplantasi, jasa
penterjemah, biaya paket yang ditawarkan berbeda-beda tergantung rumah sakitnya. Rata-rata biayanya 25.000-30.000
dollar AS. Biaya paket tersebut di luar biaya perjalanan tiket pesawat, pengurusan paspor, Visa dan biaya fiscal. Baca
http://www.erabaru.or.id/k_01_art_285.htm diakses tanggal 26 Pebruari 2007
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organ tubuh tersebut tidak memperhatikan hukum khususnya Hukum Perjanjian
yang seharusnya ditaati dalam setiap proses perjanjian jual-beli.
Transplantasi diperlukan dalam rangka penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan, sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 64 ayat (1)
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi
sebagai berikut:
“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan
melalui transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, implan obat dan / atau alat
kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.”
Namun demikian, cara untuk memperoleh organ tubuh harus dilakukan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
analisis terhadap permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut : Apakah
organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dijadikan
obyek perjanjian jual-beli dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
Bagaimanakah perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi
menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?
PEMBAHASAN
Pengertian Transplantasi
Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang
Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau
Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa :
“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan
alat  dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam
rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia
yang tidak berfungsi dengan baik.”
Adapun tujuan transplantasi menurut Pasal 64 ayat (2) dan ayat ( 3 )
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan adalah :
“(1) Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang
untuk dikomersilkan.
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(2) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih
apapun.”
Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 menyatakan bahwa:
“Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.” Di dalam
transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah
kulit, ginjal, sum-sum tulang dan darah (transfusi darah), sedangkan organ dan
jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas,
paru-paru, dan sel otak.
Obyek Perjanjian Jual-Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata).
Pengertian jual-beli terdapat di dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan di
fahami sebagai suatu perjanjian yang mengikat pihak penjual yang berjanji
menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak
sebagai pembeli yang berjanji untuk membayar harga.
Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata di atas,
perjanjian jual-beli sekaligus membebankan kewajiban:
1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual pembeli;
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual.
Perjanjian jual-beli dianggap sudah berlangsung antara penjual dan
pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda
dan harga.6
Dengan demikian, dalam suatu perjanjian jual-beli pihak yang satu
(penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak
yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumlah uang sebagai imbalan Dari perolehan hak milik tersebut.7
Obyek dalam suatu perjanjian ialah suatu hal yang diwajibkan kepada
pihak debitur dan suatu hal yang mana pihak kreditur mempunyai hak.
Umumnya obyek dalam perjanjian selalu berupa suatu harta benda.8 Suatu
benda harus memenuhi syarat untuk dapat menjadi obyek dari suatu perjanjian,
6 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.
7 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.
8 M. Yahya Harahap, loc.cit.
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seperti halnya seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi
subyek dari suatu perjanjian.9
KUHPerdata dalam Pasal 1332 menentukan bahwa : “Hanya barang-
barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-
persetujuan.”
Dengan demikian semua barang yang dapat diperdagangkan dan tidak
dilarang undang-undang dapat dijadikan obyek perjanjian, sedangkan barang-
barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-
barang diluar perdagangan, sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.
Untuk mengetahui apakah organ tubuh manusia merupakan benda yang
dapat dijadikan obyek perjanjian jual-beli menurut KUHPerdata dan Hukum
Islam, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai benda.
Di dalam KUHPerdata ditemukan dua istilah, yaitu: benda (zaak) dan
barang (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berujud, bagian
kekayaan, hak), ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat
dijadikan obyek hukum.10
Pengertian benda di dalam Pasal 499 KUHPerdata adalah: “Menurut
paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan
tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”
Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang
hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka
segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian
benda menurut KUHPerdata ( Buku II ) seperti : bulan, bintang, laut, udara, dan
lain-lain.11
KUHPerdata memberikan arti terhadap istilah barang ( goed ) adalah
benda berujud fisik, material, dapat diraba. Jadi, menunjuk kepada pengertian
yang lebih khusus nyata, konkrit. Kadang-kadang KUHPerdata
mencampuradukan pengertian benda dengan barang. Untuk menjernihkan
perbedaan kedua pengertian itu, harus secara kasuistis individual hal itu
diperhatikan dengan hati-hati dan seksama.12
9 Subyek dalam suatu perjanjian adalah unsur yang bertindak, yang aktif, sedangkan obyek adalah kebalikan
dari subyek. Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek yaitu berupa
suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Lihat Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum
Perjanjian, Bale Bandung, Bandung, 1989, hlm. 21.
10 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 35.
11 Lihat Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,  alumni, Bandung, 1992, hlm. 116.
12 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 36.
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Subekti berpendapat bahwa:13 Pengertian yang paling luas dari
perkataan benda (zaak) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di
sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau orang dalam hukum.
Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai
barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan
kekayaan seseorang.
Dengan demikian KUHPerdata tidak secara konsekuen mempergunakan
pengertian umum terhadap benda.
Sehubungan dengan hal di atas, apabila dihubungkan dengan organ
tubuh manusia, penulis berpendapat bahwa status organ tubuh manusia tidak
jelas di dalam KUHPerdata apakah sebagai barang atau benda karena
KUHPerdata tidak konsekuen mempergunakan istilah benda atau barang.
Namun demikian, untuk menjawab pertanyaan apakah organ tubuh manusia
dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual-
beli, maka penulis akan mengkajinya dari perspektif macam-macam benda.
Menurut KUHPerdata benda dapat dibedakan atas:14
1. Benda tak bergerak dan benda bergerak;
2. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi;
5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak dapat diperdagangkan;
6. Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar.
Ada bermacam-macam benda seperti yang telah disebutkan di atas,
tetapi penulis tidak akan mengkaji seluruhnya hanya akan membahas benda
yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan karena
macam benda ini yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam makalah ini.
Benda yang dapat diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat
dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian. Jadi, semua benda yang dapat
dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda yang
dapat diperdagangkan, sedangkan benda yang tidak dapat diperdagangkan
adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian
di lapangan harta kekayaan, biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk
kepentingan umum.
13 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 60.
14 Riduan Syahrani, op.cit., hlm. 118.
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Pendapat lain, benda di luar lalu lintas perdagangan adalah benda yang
tidak dapat diperjualbelikan (diperdagangkan) oleh karena benda-benda
tersebut adalah :15
1. Benda yang dilarang diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Benda tersebut adalah benda yang dipergunakan untuk kepentingan
umum, dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh orang perorangan
atau badan kesatuan. Benda-benda ini pada umumnya dimiliki oleh
Negara, tetapi tidak dapat dipergunakan oleh Negara dalam lapangan
Hukum Perdata; atau
3. Benda tersebut adalah benda yang karena sifatnya tidak mungkin
dimiliki, seperti udara bebas, air di laut, walau demikian tidak menutup
kemungkinannya bahwa dengan suatu upaya atau cara tetentu, misalnya
udara tersebut kemudian dimurnikan oksigennya, atau air laut tersebut
kemudian dikelola lebih lanjut, maka udara dan air tersebut akan dapat
menjadi milik seseorang yang dapat diperjualbelikan secara ekonomis.
Benda-benda yang disebutkan terakhir ini pada mulanya adalah benda
yang tidak dimiliki atau res nullius.
Benda dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan
karena benda tersebut dilarang untuk diperjualbelikan berdasarklan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila hal ini dihubungkan dengan organ tubuh manusia untuk
transplantasi berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Pasal 1 huruf ( e) dan
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia, penulis
berpendapat bahwa  organ tubuh manusia termasuk macam benda yang tidak
dapat diperdagangkan karena organ tubuh manusia dilarang untuk
diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
Dilihat dari unsur perjanjian jual-beli, unsur-unsur jual-beli tidak ada
pada transplantasi karena di dalam transplantasi tidak ada unsur esensialia
perjanjian yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di dalam
perjanjian jual-beli. Di dalam transplantasi, penerima (resipien ) tidak
memberikan uang sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor.Di dalam
transplantasi ada ketentuan bahwa resipien perlu diberi jaminan untuk tidak
15 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya, Prenada Media, Jakarta,  hlm. 54.
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mengetahui siapa donornya hal ini untuk mencegah efek psikologis dan
kemungkinan terjadinya ikatan finansial.16
Dengan demikian, berdasarkan pengkajian terhadap macam-macam
benda, menurut KUHPerdata organ tubuh manusia termasuk kategori benda
yang dilarang untuk diperdagangkan, sehingga ia tidak dapat menjadi obyek
perjanjian jual-beli antara resipien dengan donor.
Benda dalam pandangan Hukum Islam
Ada beberapa pengertian mengenai harta dalam pendangan ahli fiqh
diantaranya: Harta (mal) adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya
dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan.
Pendapat lain mengatakan bahwa harta ialah segala benda yang
berharga yang bersifat materi yang beredar antara manusia.
Dalam pandangan para fuqaha, harta ( mal ) bersendi pada dua asas dan
unsur, yaitu : ‘aniyah dan urf.17
1. ‘Ainiyah ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam
kenyataan. ‘Ain ialah sesuatu yang berbentuk benda, seperti : rumah,
kuda, dsb.
‘Ain terbagi dua, yaitu :
a. ‘Ain dzat qimatin adalah sesuatu yang berbentuk benda yang
dapat menjadi harta, (dapat dipandang sebagai harta). Dilihat
dari kemanfaatannya ‘ain dzat qimatin ada dua yaitu : mal
mutaqawwim yaitu yang dibolehkan kita memanfaatinya atau
dapat pula diartikan yang mempunyai nilai. Dan mal ghairu
mutaqawwim yaitu yang tidak boleh kita memanfaatinya,
contohnya adalah anak, darah, bangkai, binatang yang tidak
disembelih menurut cara-cara yang dibenarkan syara’.
b. ‘Ain ghairu dzat qimatin adalah sesuatu yang berbentuk benda
yang tidak dapat dipandang sebagai harta.
2. Urf adalah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua
manusia ataupun sebagian mereka, dapat diberi atau tidak diberi.
Dengan demikian, manusia walaupun merupakan suatu benda, suatu
tubuh, tetapi tidak dapat dikatakan harta18. Oleh karena itu, penulis berpendapat
16 Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 123.
17 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 141.
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bahwa menurut pandangan Hukum Islam, organ tubuh manusia yang
merupakan bagian dari tubuh manusia secara keseluruhan adalah suatu benda
yaitu termasuk sebagai ‘Ain ghairu dzat qimatin atau sesuatu yang berbentuk
benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta.
Obyek Perjanjian Menurut Hukum Islam
Jual-beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu,
sedang menurut sya’ra artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara
tertentu (aqad).19
Obyek aqad adalah sesuatu  yang dijadikan obyek akad dan dikenakan
padanya akibat hukum yang ditimbulkannya.Tidak semua benda (barang) dapat
dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi obyek
akad baik menurut ajaran agama (syara’) maupun menurut adat.
Fuqaha’ menetapkan empat syarat yang harus terpenuhi pada obyek
akad, yaitu :20
1. Berbentuk;
2. Obyek akad harus mal mutaqawwim;
3. Dapat diserahkanterimakan ketika akad berlangsung;
4. Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak Aqid.
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa jual-beli adalah menukar harta
dengan harta menurut cara-cara tertentu ( ‘aqad ), sehingga obyek perjanjian
jual-beli harus merupakan harta yaitu mal mutaqawwim. Jadi, sesuatu yang
tidak dipandang harta tidak sah untuk diperjualbelikan.
Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan organ tubuh manusia,
penulis berpendapat, oleh karena organ tubuh manusia merupakan sesuatu yang
berbentuk benda tetapi tidak dipandang harta, maka organ tubuh manusia tidak
memenuhi syarat untuk menjadi obyek ‘aqad, sehingga ia tidak dapat menjadi
obyek dalam perjanjian jual-beli.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
ketentuan mengenai benda menurut Hukum Islam lebih jelas dan tegas jika
dibandingkan dengan KUHPerdata. Di dalam Hukum Islam status organ tubuh
manusia lebih jelas yaitu sebagai benda tetapi tidak dipandang harta. Oleh
18 Danny Wiradharma, loc.cit.
19 Moh. Rifa’I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 402.
20 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 86.
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karena itu, masukan untuk pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam
membuat peraturan perundang-undangan, agar masyarakat mengetahui status
kedudukan organ tubuh manusia dalam obyek perjanjian jual-beli organ tubuh
manusia untuk transplantasi yang dewasa ini cukup banyak dilakukan oleh
masyarakat, penulis menganjurkan agar pemerintah dalam membuat peraturan
perundang-undangan mengenai transplantasi merujuk kepada Hukum Islam
karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam.
Syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata
Sebagaimana perjanjian pada umumnya, supaya sah suatu perjanjian,
maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut untuk sahnya suatu
perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya obyek tertentu/ suatu hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal atau sebab yang halal.
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri.21
Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat
obyektif. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian
itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum
adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan
hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu
null and void.
Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi,
perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak
untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan
sepakatnya ( perizinannya ) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah
dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan
21 Subekti, Hukum Perjanjian cetakan XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 17.
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pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu
perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak
untuk mentaatinya, perjanjian yang demikian dinamakan voidable ( bahasa
Inggris ) atau vernietigbaar ( bahasa Belanda ), ia selalu diancam dengan
bahaya pembatalan ( canceling ).22
Seperti yang disebutkan di atas, bahwa syarat sahnya perjanjian menurut
KUHPerdata ada empat, tetapi penulis hanya akan membahas dua syarat saja
yaitu syarat obyektif karena berhubungan dengan obyek dalam perjanjian.
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
adalah obyeknya tertentu.Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (bepaald
onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek
tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.23
a. Barang itu adalah yang dapat diperdagangkan;
b. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain
seperti  jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan lain
sebagainya tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian;
c. Dapat ditentukan jenisnya;
d. Barang yang akan datang.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Pasal 1332
KUHPerdata hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat
menjadi pokok persetujuan-persetujuan, sedangkan organ tubuh manusia
merupakan benda yang tidak dapat diperdagangkan karena peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Pasal 64 ayat (2) dan ayat ( 3 )
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, telah
menegaskan bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperjualbelikan dan
transplantasi organ tubuh manusia dilarang untuk tujuan komersial. Dengan
demikian penulis berpendapat bahwa setiap perjanjian jual-beli organ tubuh
manusia untuk transplantasi adalah tidak sah secara hukum karena tidak
memenuhi syarat obyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjiannya
batal demi hukum.
Syarat sah perjanjian yang keempat yang diatur di dalam Pasal 1320
KUHPerdata adalah causa/ sebab yang halal. Mengenai syarat ini Pasal 1337
KUHPerdata menyatakan bahwa : “ Suatu sebab adalah terlarang apabila
22 Subekti, ibid., hlm. 20.
23 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 79.
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dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik
atau ketertiban umum.”
Pasal ini memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada
dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang.
Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu
pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja
yang dilarang.
Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab
(oorzaak, causa). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan causa bukanlah
hubungan sebab-akibat, sehingga pengertian causa di sini tidak mempunyai
hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Demikian pula yang dimaksud
dengan pengertian causa bukan sebab yang mendorong para pihak untuk
mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk
mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.24
Seperti yang telah disebutkan di atas, oleh karena transplantasi organ
tubuh manusia untuk tujuan komersial dilarang oleh undang-undang
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 64 ayat ( 2) Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan organ tubuh dilarang diperjualbelikan
dengan dalih apapun sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 64 ayat ( 3 )
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  serta dilarang pula
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun
1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta
Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, maka causa perjanjian
jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi adalah tidak halal maksudnya
tujuan dan isi perjanjian jual-beli organ tubuh yang dilakukan oleh donor dan
resipien bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjiannya
batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian
dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan resipien dan donor untuk
melahirkan suatu perikatan hukum, gagal. Dengandemikian tidak ada dasar
untuk saling menuntut di depan hakim.
24 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 81.
Lihat pula pendapat Subekti bahwa mengenai causa ini harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa
sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang
dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu
perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.
Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atas apa yang dicita-citakan seorang.
Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Gagasan, cita-
cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan bagi undang-undang tidak penting. Jadi, yang
dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian
jual-beli isinya adalah : Pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menghendaki barang. Subekti, op.cit.,
hlm. 19.
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Syarat Perjanjian Menurut Hukum Islam
Perangkat Hukum Perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya
rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak  harus ada (
inheren ) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah
unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut, tetapi
tidak merupakan asensi dari akad tersebut.25
Unsur penegak akad terdiri dari :26
1. para pihak (Al-‘aqidain);
2. obyek akad (Mahallul ‘aqad);
3. tujuan akad (Maudhu’ul ‘aqad);
4. Shighat ‘aqad (ijib dan Kabul ).
Terhadap tiga unsur yang pertama berlaku syarat-syarat umum yang
harus terpenuhi dalam setiap aakad, sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan
kecakapan bertindak hukum;
2. Obyek akad dapat menerima hukum akad;
3. Tujuan diijinkan oleh syara’ atau tidak bertentangan dengannya.
4. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.
Dalam tulisan ini hanya dua yang akan dibahas, yaitu obyek akad dan
tujuan akad. Obyek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad
berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah
dapat dikenai hukum akad atau tidak.
Syarat umum mengenai obyek akad adalah :
1. Berbentuk harta;
2. Dimiliki oleh seseorang;
3. Bernilai harta dalam pandangan syara’. Jumhur Fuqaha menambahkan
persyaratan umum, harus suci.
Melihat pada syarat umum mengenai obyek yang diperjanjikan harus
berbentuk harta, maka dalam perjanjian yang memperjualbelikan sesuatu yang
tidak dipandang harta, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap batal.
Apabila hal di atas dihubungkan dengan perjanjian jual-beli organ tubuh
yang akan dipergunakan untuk transplantasi, maka perjanjian jual-beli organ
25 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 251.
26 Ghufron A. Mas’adi, op.cit., hlm. 80.
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tubuh tersebut tidak sah karena obyek yang diperjualbelikannya bukan sesuatu
yang dipandang harta.
Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari syarat akad.
Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah tujuan utama mengapa ditentukan
adanya akad.27
Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah
suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berhubungan dengan motivasi
atau niat seseorang. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah
undang-undang itu sendiri. Sedangkan dalam syariah Islam yang menentukan
tujuan akad adalah yang memeberikan syaria’at yaitu Allah SWT., Jadi,
Allahlah yang menentukan tujuan dari setiap perjanjian yang dibuat. Meskipun
beraneka ragam jenis dan bentuknya sesuai dengan bermacam-macam jenis dan
bentuk akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh hanya diketahui melalui
syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’.
Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat yang
tidak sejalan dengan syara’ hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, perjanjian
jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi tidak sah karena bertentangan
dengan syara’.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa :
1. Dalam perspektif hukum perdata status organ tubuh manusia tidak jelas
apakah sebagai barang atau benda karena KUHPerdata tidak konsekuen
dalam mempergunakan istilah benda. Namun demikian, apabila ditinjau
dari macam-macam benda, maka organ tubuh manusia dapat
dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat diperdagangkan. Oleh
karena itu, organ tubuh manusia tidak dapat menjadi obyek perjanjian
jual-beli.  Dalam Hukum Islam organ tubuh manusia lebih jelas
pengaturannya yaitu termasuk sesuatu  yang berbentuk benda yang tidak
dapat dipandang harta (‘ain ghairu qimatin), sehingga tidak dapat
menjadi obyek perjanjian jual-beli.
27 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 257.
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2. Perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi tidak sah
menurut hukum perdata karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu
obyek perjanjiannya ( organ tubuh manusia ) merupakan obyek yang
dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang (Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No.
18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat
Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia ),
serta causanya tidak halal, sehingga setiap perjanjian jual-beli organ
tubuh manusia bertentangan dengan undang-undang dan akibatnya batal
demi hukum. Menurut hukum Islam perjanjian jual-beli organ tubuh
manusia bertentangan dengan syara’ karena memperjualbelikan benda
yang tidak dipandang harta, akibatnya perjanjiannya tidak sah.
Saran-saran:
1. Sebaiknya pemerintah menetapkan secara jelas dan tegas mengenai
status organ tubuh manusia untuk transplantasi apakah termasuk
kategori benda atau bukan, sehingga masyarakatpun akan mendapatkan
kejelasan tentang  hal itu. Salah satu sumber yang dapat dijadikan
rujukan oleh pemerintah adalah hukum Islam karena di dalam hukum
Islam status organ tubuh manusia diatur lebih jelas yaitu sebagai benda
yang tidak dipandang harta.
2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur mengenai transplantasi. Oleh karena itu, sebaiknya
pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang khusus
mengenai transplantasi supaya tidak ada lagi praktik jual-beli organ
tubuh manusia dengan alasan untuk keperluan transplantasi.
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